PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Daerah

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Daerah

. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003
tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah

. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003
tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman dan Penyusunan Pelaporan AKIP

. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
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